
DEMO‐ tATISASi DIINDONESIA
PASCA AヽlANDEMEN UNDANC―UNDANG DASAR 1945

RaSi・

ABSTI.ITCT
Since rhe reform cra rolled on in the Indonesian consLitutional life, democracy had
beer claimed by rhe lndonesian people who wanted to rclum the sovereignty to
their hand. Tllis+henomenon appcared in man), forms, beginning from the people
action to launch the demonstration to thlr amendment of the 19,15 Constitution
Until the third amendm€nl, the constiluiion has presented the amendment to the
democmlization in indonesia. Although the so\ereignty is still in the hand ofthc
pcoplc, b t it is not iirllj implemenred by tfie People's Consulrative Assembly but
by the constitution. '1'he t945 Corrstitution and its amendment allows 1en maflers
which ma) dlrecrl\ be done b) rhe people in rhe lrame*,ork of makiog use iftheir
sovereignt\', and thc rcs, people submit their sovereiguty to be inplemented by le
sfatc inslituliour or so\ crnlnent. This democracv is the constitulional democracy as
the writer mealrs

Kala kunci: Demolir!\i. L-indang undang Dasar.

I. PIIN-DAHULtIAN
Sejak krisis monerer G)efietgalan tahun 1997), bahkan meralnbah ke

kisis nlultidlmensi. mela.nda Indonesia. rakyat kerap melakuJ<ar berbagai
aksi sectra lanesunu, baik di bidang ekonomi. sosial, maupun polidk. Aksi-
aksi tersebut dilakul€n meialui berbagai cara dengan melgusrutgkan isu-isu
kerakyatan. \'lu1ai dari dialog jlmiah dalam berbagai forum. demonstrasi di
jalan. hiDgga pada ahsi pcnjarahum dan perusakan terhadap asset negara
mauprm milik mas) arakat terientu. Ilingga kini, beberapa aksi rakyat
tersebut tetus berkesinambunsal1 Pada hakikatnya, semua itu menginginkan
agar rakyar dijadikan dasar dan tuluan dari proses penyelenggaraan di
berbagai bidang kehidupan kenesaraan.

Berbagai aksi di atas meogindikasikan penomena rakyat tidak
nempercavai lembaga lormal lang benindak sebagai rvakilinya, baik yang
meDetalrkan l<ebijulan negara maupun vaog menl,elenggarakan kebijakan
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regala. Lemhaga formal dimahsud di sini adalah peEerintah (Presiden dan
jajararurya ke ba*ah), DPI{, clan NIPR. babkan lembaga-lembaga negara
lainn_ra. Turuna-r.,a Presiden Soeharto^ dilaksanakannya ketrbali pemilu yang
dipercepat pada tanggal 7 Juli 1999 (seharusnl'a dilaksarakan tahun 2003)
untuk menggantikan anggota DPR dao IvIPR hasil pemililul umum tahun
1998. mulcllnya sistem nuhi parlai yaDg diarur dalam Undnag-uudang
Nooror 2 Tahun i999 tenraDg I'arlai Politik clan Undang-unda:rg Nomor 3
'lahru 1999 tentang Pemililnn Umum, dan sebagainja me.upakan bukti
pcoomena tersebut. Selain itu. isu-isu yang menginginlan terbentuknya
Presidium Pemerintahan 'I ransisi, Komite Rakyat lndonesi4 daa sebagainya
juga meu'amai penomena ini.

Hai lain yang dianggap sebagai penyebab terpuruknya bangsa i{i ke
dalam berbagai krisis adalah kekuasaan rezin orde baru yang dianggap
otoriter atau diktator. Rezim ini dianggap telah menyalanggunakan
kekuas:ran dengan mengorbankan kcdaulatan rakyat. Berbagai kebijakan
dirn implenrentasinl a dialggap tidak bcrpihak kcpada ralryat, melainkan
Lepada kekuasaim semcla. Kiuena itu gugatat terhadap asas kedaulatar
rak)at dan implementasinya ke dalam berbagai bidang kehidupan
kenegaraan, tems diapungkan oleh raklat. Bahkan dalam praktik telah
terjadi bcrbagai aktivitas rak] ar )'ang mengatasn.unakal demokrasi tetapi
tidali sesuaj dengan prinsip demokrasi. Ivlisalnya, penjarahan. ketidaktaatan
terhadap kebijaka11 pcmerintah daD peraturan 

"vang 
berlaku, dan sebagainya.

Szrlah satu pcnlehab penguasa beriindak otoriter adalah Undnag-undang
Dasar 1945 (UUl) 19:15) yang dialggap "executire heavy", Lembaga
per*akilan rak-\at menjadi tidal berdaya, karena kekuasaan Prcsiden
dianggap terlalu bcsar, bahkan dianggap scntral. Karena itu, UUD 1945
nrenjadi sasaran ri,rlil at, agil diubah sesuai dengan keingitan lakyat atau
dcmokrasi. Hal il1i telah direspon oleh lemhaga -va[g be$,enang, ],akni
\'lajelis I'ermusyarviuaran Rakl'at (\,lPR). sehingga te4adilah peNbahan
UUD 1945. Sampai saar ini (tahun 2001), MPII telah melakuka$ tiga kali
pcmbalun tcrhadap tIlil) 1945. lakni perubahan peflama rahun 1999,
perubahan kedru tahun 2000. dan pcrubahan ketiga tahun 2001. Tanlpaknya
pelubahan ini rnasih dianggap belun memenuhi tuoturan d€mokrasi,
sehingga N{PR telah nencanangkan pembahan keempat pada tahun 2002.

Ada hal ]allg merarik da perubahan UUD 1945, menyangkut
dcmokratisasi yang dinginkar oleh rak-yat. Di satu sisi rakyat terus
menghendaki peubal,an dalam proses demokatisasi, dan di sisi lain ilUD
terus mengantisipasinl,a. Karena itu, rrelalui tulisan ini, penulis mencoba
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men),ajikan hal itu dl ba\a,ah judul tulisan seperti yang penulis kemukakan di

U. PERTUASALAHAF-
Ir.leskipun l.ll-iD 19,15 tetah diubah hingga ketiga kali, namun tuntutan

demqkatisasi nrasih terus ditrukan oleh rakyat melalui berbagai ibrum.
Aksi-aksi demonslrasi iang dilakukan oleh berbagal kalangan masih
mewarnai demokrasi di lndo[esia. Rakyat nusih kerap melakukan aksl
secara langsung terhadap hal-hal yang dianggap berada di dalam lingkunga[
kekuasaan t4brat, pedahal hal-hal ilu telah diantisipasi dengan perubahari

UUD 1945. Apakah hal ini disebabkan oleh amandemen UUD 1945 belLrm

mememrhi tuntutan demokatisasi yang diinginkall oleh rakyat. ataukah

karena rak,\'at telah keluar dari korsep dcmokatisasi yaDg dibaflgun bangsa

Indonesia mclalui perubahan UUD. Terlepas dari pertaryaan te.sebut,
penulis akan melihat koDsep demokratisasi setelah dilakukan perubahan

IJUD i9,15. Karera itu, pernasalahan yang diangkat penulis adalah

bagaimana sebelamya konsep demokratisasi di lndonesia pasca perubahan

uuD 19451

III, PEMBAHASAN
A. Hakekat Demokrasi

Secara 1eore1is, demokasi berasal dali kata "demos" artinya "rakyat"
da\) "kratosihdtein" aflinya "pemeintahan" (Saragih, 1993: 174). Secara

harfiah. demokrasi menBandung arti pemerinataian rakyat. Peme ntahan

dimaks|d odalah pemerintahan daii rakyat, olch rakyat, dan untuk ra.lqat
(Soem.urtli, 1986: l). Rahl at adalah sumber kekuasaan, mkyat yang

neojalankan kckuasaan, dan rakyat pulalah yang menjadi tujuan kekuasaan

ncgara. N4engingat demikian, maka pada hakikamya demokasi adalah

bentuk femerintahan )'-ang mencmpatkan rakyat sebagai pemegang

kekuasaan tertinggi atar sebagai pemcrintahan yang berkedaulatar rakyat
(Soemantri, 1984 : 25 -26).

I(edaulatan adalah padanan kata dali "souveranirar" (Jemao),
"souveranteit'' (tselaDda), "sore/€lgrol" (Ingg s). Istilah ini berasal dari
bahasa Latin t ait} " supera h$" yarg bemrli "atas". Kemudian, pengertian
i1u berkembang incujadi "tera1as", "tertinggi", dan "tidak terbatas". Dalam
hubuagannl a dengir,]l kekuasaan negara, pengcrtian tersebut berkembang
menjadi "kekuasaar tertinggi (supreme) daD tidak terbatas" (Kansil, 1994:

9l).
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Jean Bodin mengatakan "kedaulatim sebagai kekuasaan asli. teftinggi,
dan tidak brbagi-bagi. Keluasaan asli artinl.a kekuasaln itu tidak berasal
atau bersumber alaLl limpahlm dari kekuasa-en lain. Kekuasaan tefiinggi
aninya keku$aan tersebut tidak ada lagi yang di atasnya, karena ia
merupakar kekuasaan pr.mcir.k. Kekuasaal tidak terbagi-bagi artinya
kekuasaap itu baik ke dalam ll'uLrpur ke luar merupakan kekuasaan penuh.
C.Ir Strong juga mengaiakan:

''As te ho! hee eorlie\ vNereignry ha\ tuo aspett.t, nnetndl d d etter al tte hb-e
deJine.l intenlal sa\ercis t a: the supte lacy ofthe pelrah or bad, al persan in the
state oNer the inditidrdls u a$o.t.ttk,ls of indiriduals qnhm the area al itt
jutidictio,. end erlet tl rnwleiEn1, as the abnlute ttldependence .f the ohe stdte as a
v hole vith relilre"& t o drl or,rer srares" (Strong. 1 97 3 : 68).

Kedaula|.m adalah kekuasaan yang dalam ketidalderbatasann)-a menguasai
semua rakvat, dan ia sendiri ddak dapal diikat olch suatu undang-undang
atau peratuan lainnya'' (Attamimi, 1990: 128-129), meskipun ia dapat
menundukan dirinla kepda keputusaunya sendiri. Peldapat ini melunjukan
bahrva kedaulatan merupakan kekuasaan yang bukan pemberian limpahao/
turunan dan tidak ada )'ang menandinginya.

Dalam hubullgan11ra dengirn negara, G. "te]linek mengatakan
"kedaulatan adalah kekuasaan negara 

"!-,ang 
atas dasar itu negara mempunyai

kemampuan penuh u11tuk secara hukum menenlukar dal mengikat dirinya
sendiri. Apabila kemampuan itu mempakan sesuatu yang bersilat mutlak
seda menulup kemu[gkinan bagi ]ain-1aim,va, dan tidak mengenai adanya
kckuasaan di atasnya, dan sekaligus merupakan kckuasaan lang tidak
bcrgaotung kepada kekuasal.1n lain, dall karenan-ya mcrupakan kekuasaan
tefiinggi, maka itu r.llrda kedaulatan" (Atamimi, 1990: 126). l-ogemann juga
mcmpertegas[ya deogan mengatakan'kedau]atan adalah kekuasaan mutlak
atau kekrLasaan tertinggi atas penduduk dar Iilayah bumi besefia isin)a
yang dipunyai oleh negara nasional berdaulat (Atamimi, 1990r 127).

Jika kedaLrlatao dihuburgkur dengan negara, maka kedaulat n yang
dimaksud di sini adalah kedaulatan negara- Berdasarkan pendapat-pendapat
di atas, dapat dikatakan bah\\a kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi
negara yang bersilbt mutlak dan tidak dibagibagi. Menurut l-ogemann,
kekuasaar ini bersifat permanen dan tidak ada lagi kekuasaan di atasn1,a,
sehingga kcdaulatan ucgara tjdak tunduk kepada kekuasaan iain ke dalam
maupun ke luar negara (Kansil, 199.1: 9,1). Artin)a ]<ekuasaan negara i

4



p.ts('At1\r)..\iErL?l:)tr:'i":l:i"'.j';:fr{yrf'

tidak tunduk pada kekuasaan iDternal lairmr'a dan tidak tunduk pada
kekuasaan ektcmal (Asshiddiqicr. 199+: :l).

Nlcskipun kedaulatar, negara merupakon kekuasaan terirggi dan mutlat,
[anlun Adlii P. Soeriaatmadja en{xtakao ltalirva "ke dalam, kedau]atarr
ilx tunduk kcpada hukunr nasional terlirggi (UUD 1945) da.n ke luar,
kedaulatan itu trnduk kepada hukum intefiasional' (Soeriaatmadja, 1983:
42). Pengeflian lLtnduk di sini atlalah bukan d.'::rduka.n oleh kekua-saan lain,
tctapi menundokar iliri kcpade kelLir:..,.,,1 !a,r. lAttamimi; 1990: 133).

Sualu negara demokrasi meletakin] lickuasaiul asllIefiillggi, mutiak, dan
tidnk terbagi bagi kcpada ralyat. fidak adii kekuasaan tertinggi, selain
kekuasaan rakvat. Ralil at menriliki kcl<uasaan itu datang dari dirinya
sendiri. Rakvatlah -\'aDg meneDtukan apa vang menjadi kehendakrya.
(chcndak ini harus dipalrlang sebagai \crenang yang menenrukan segala

)'ang ada di dalanl negar.t (Suny, 1958: 31. Kehendak rakyat berada pada
posisi sertral darj keherdak tregara. Ddam negara demokrasi, kehendak
ncgara identik dcrrgan Lehendirl t.aliy at. rian parla ak)rirnya apa yang dicapai
oleh negara adalah sesuai dcngan )arg jogil'l dicapai oleh rakyat (fiofi the
people, b), lhe people, and lot the pea?ie).

Bagi legara modem, apalagi menrifi:i rvilal.ah luas, penduduk bal1yak,
dan urusan pcmcrirtahan sirngat konlpleks. mirka kedaulatan ralyat tersebut
meniadi problerr rurtuk nrelaksanakaluLl a. Apakah mungkin rakyat dapat
melaksanakann] a sccaira langsung?

Sec:ra leoretis. ciemolqasi depnt lmgsuilg dil;lkulian oleh rakyat dan
dapat pula dilakukan ticiak latesung olch iak1,a1. Demokasi yang dilakukan
langsung olch raklat disehut dcrnokrasi langsung (direct democrdq,). D1

sini seluruh rakl et ikut tr|1i1.1 ,."rl" langsrmg dalam pemusya\laratan
untrk meneltukan lcebijakan umun arair perallLian negzra. Demokasi ili
pemah dilrkr an oirh ).l.rgai r iior,1 (r'ulir) pada zaman Yunani Kuno
(Sa|agih, 1993: 17.1). DemLrkrasi ini Capat berjalzur efektif . karena
berlangsung dala kondisi vanu scdcrhane, \jlnlahn)a terbatas (di I'ilayah
kota dan sekilarnJa), serta junlah pcnduduk sedikit (sekitar 300.000
penduduk) (Rudiadjo, 19'19 51).

Dalam perkembangatn) a, demolltsi langsung sulit dilaksanakan,
kareDa itu muncullah dcmokrasi tidak langsLrng (.indirect democracy).
Demokmsi ir1i liclak hiuus n]elibatkan ralyat secara laogsung dalan
penganlbilan kebijakan umum. tarena posisi rtd<yat diu.akili oleh lembaga
perwakilarl rak)at. llalam dcnrokrasi ini. )aig penling adaiah tetpenuhinya
urcur formal dan material dcr'lLlkasi. UnsrLr lormal dioaksud adalah adanya
ketcrlibatar orang banvak dalan men{ii rrlb il keptt'tsat (methode oJ dicision
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rrdil,g) dan pemerintahannya dilakukan oleh orang banyak U[sw material

dimalisud adal.lh isi da keptnusirn (conlenls c,f decision made) \rnt.uk

kepentingan orang ban)'ak. f)emokrasi ,vang mengutamakan unsw pertama

diiebut denoka^si lormal sedangkan yang memenuhi unsur kedua disebut

demokra-si material (Saragih. l99i: 175-176).

Pada hakikab)a kedua jcnis demol"rasi di atas meletakan kekuasaan

rakyat sebagai sumber kekuasaan ncgara. Suatu negara memiliki kebebasan

unruli menetukan jeds demokrasinJ'a, namun kctiga laktor di atas letap
menjadi penimbangai Degara. Bagj negara modem' yang memiliki
kompleksitas urasan sangat tinggi, adalah sulit rnemilih jenis demokasi

langsturg. Karena itu menun* lv{iriam Budiardjo, denoklasi tidak langsrmg

rnerupakan sifat hakiki dari negara modem.

Iirlepas darl bentuk demokrasi lang dipilih, M. Carter dan Jolrrr Herz

mcngatakan bah$'a sualu negara disebut demokrasi apabila yang

mcm;rintah dalao negara a.ialah rakvat dan kekuasaan pemerintahan

rerbatas (Saragih, 1993: l7i). Keterlibatao rak] at menjadi hal 1'rmg mutlak

daiam negara demokrasi. Penrerintah tidak dapat sewenaig_wenaig

menentuka[ kebijakan, melaksanakuur kebijakan. dan melcapai sasaran

kebjiakan, tanpat melibatkan rak-vat Meskipun demikian, mekanisme

letc;libaon ,akyat dalam kedaulal|ul negalra sangat bergantulg kepadajenis

dcrnokrasi yang dianut oleh regara yang bersangkuun

B. Demokratisasi Pasca Perubahan LUD 1945.

Nleskipun lndonesia tidak men,'iatakan dirinya secara tertuiis sebagai

negara demokrasi, tetapi dari tulsul-unslll kekuasaan negara yarg tercaDtum

di dalam UUD 1945 adalah sebagai negara demol'.rasi. Hal ini dapat dilihal
dari rumusar P5sal L4.] al 2 l1l-lD 1945. yang menyatakan "kedaulatan

adalah di tangan rak)at dan dilakukao scpenuhlya oleh Majelis

Pemusyawaratao RakYat".
Sejak keberadaann-r a hingga masa pemerinmhan otde baru, rumusan

pasal di atas djlaksanakao secara konsekuen, dan tidak ada yang

me pcrsoalkan kebenarirrulya. N_a.mun setelah memasuki era refomasi,

mmuian pasal di alas dikritik masrarakat, dan dianggap tidak tepar bagi

derrolrasi yang diinginlan oleh rak) al Indonesia sekamng. Sebanarnya apa

keiernahan dal koftep varg lelkandurg di da]am rumusan pasal di atas,

sehilgga ruirusannta dianggap tida.h tepat'l

Ada dua terminologi ) ilrg terkandLmg dj dalam pasal di atas, yang perlu

mendapat kcjelasar mak-nanya. Pertima adalail kata "kedaulatan di tangan

rak) at", dan kedua adalah "dilakukar sepeluhnya oleh MPll". Menurut
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Harmaily lbrahinr. kedauiatan di tangan rakyat mengandung arti kedaulatan
kepun),aar 

-rak) 
ar rtbmhim, 1979r l3). Ini berarti rakyatlah yang memiliki

kedaulatar,l(ekuasaa-.1 tcninggi di Indo[esia. Sementara itu. kata idilakrrk.n
scpcnttlrn,a ol(lr \lPR mcngandung ant -selLu-uh atau semua kelrasaan
rallat dilakukan oleh arau diserahkan kcpada MpR. MpRJai salu-salun\a
lembaga negara )aDg melaksanakan kedaulatat rakyat,' (Soemant , 1gg6:
157, lihat pula Asshiddiqietgg4:74). Dari dua ma.kna tersebut, mak; dapat
dikatakan bahwa kedaulatan negara adalah milik rakyat rakyat, tetapi y;g
melakukannya adalah MPR.

l\lelurut Logemonn. dianuatnya asas kedaulalan rirllat oleh Indonesia
seperti di alas adalah untuk menyesuaikal diri dengan mitos negara modern
dan memildahtanamkaa (oter planting) sistem pemerintahai ,.desa,, ke
dalam _sisten pemerintahao negara Republik Iadonesia (Logemann.
terjemahan Darmodihardjo, tanpa tahun: l7). Konsep kedaulatari rakyat
Indo esia mengambil alih konsep kedaulatan iakyat desa, yang menetapian
kedaulatan pemerintahan desa ada di tangan rakyat desa yang tergabung di
daiam "rembuk dcsa". Karena itu, A. Hamid S. Atamimi menvatalu.,
rumusu Pa.al I Arat t2r UUD lS45 adalah sesuai dengan dasar yang
dianut oleh rakyat desa (Atamimi, 1990: 132).

Pengambilalihan konsep kedaulatan rakyat desa pemah diajukan oleh
Soepomo di def:r, siiiaqg Badan penyelidik Usaha-usaha persiapan
Kemerdckaan lndinesia (BPI-IPKI). Kemudian setelah tahun kedua
lndonesia merdeka, Soepomo, melalui penjelasan UUD 1945 (penjelasan
yTr. 3nCI1 Ill) yang dibuatrya, menjelaskan makna kedaulatarl-rakyar
Indonesia bahwa "kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis
Permusyawarata[ Rakyat (rie Gesamte Staatsge\ealt tiegfu alieh bei det
Majclis)". Lebih lanjul penjelasan itu menyatakan .. kediulatan rakyat di
pegang oleh suatu hadan, bemama Majelis permusyalv.aratar Rakyat,
sebagai penjelmaar seluruh rakyat Indolles\a (rertetrungsorgan des tfliens
der *aatn olkenil'. Kemudian pada penjelasan Fasal- l, Soepomo
mengatakan "Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara
yang tertioggi.. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyaq yang
memegang kedaulalan [egara". Secara singkat. pendapat Soepomo ini
memperlihatkan bahwa meskipun kedaulatan itu ada di tangan rakyat,
namun rakyat tidak melaksanakannya sendiri. Rakyat melaksanatat
kedaulatannya melalLri wujud penjelmaan dirinya yailu MpR. Karena itu.
pelaksanaan kedar,roran sehari-hari cdalah oleh sebuah badan;ang bemama
MPR.
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Mengingat petdapat Soepomo dituangkan ke daiam Penjelasan UUD
1945, yang diunda.ngkan melalui Be ta Negam Nomor 75 tahun kedua
tanggal 15 f'ebnlari 1945, maka pemerintahan Soekamo dar Soeharto
mengakuinya sebagai Penjelasan Resmi UUD 1945. Karena itu, penjelasan

ULID te$ebut digunnkan sebagai bagian da Konstitusi (ruD) Republik
Indonesia. Aldbatnya, demokrasi yang dijalankannya adalah didasarkan
pada ketentuan Pasal 1 Ayat 2 L1UD 1945 beserta penjelasannya.

Berdasarkan ketentuan ini, l<edaulatan ha."\a sebagai p nsip kekuasaan
negara, namun secara real raklat tidak melaksanakan kedaulatannya, karena
yang melaksanakan sepe[uhn"va adalah MPR. Kckuasaan, keinginan, atau

kehendak rakyat dilaksanakan oleh MPR. Berbagai kebijakan dasar yaog
meneDtukan nasib bangsa dan negara ditetapkar oleh MPR. sehi[gga
keiridupan dan pelaksanaan demokrasi ditentukan oleh MPR beserta

kebijakan dasar yang dikeluarkannya. nalnun tetap berdasarkan kepada
Pancasilan. lni yang dikenal dengan sebutan Demokasi Pancasila.

Setelah era reformasi bergulir, rakyat menggugat demokasi yang

selama ini dilaksanakan oleh rezim ordc baru. Rakyat meniiai demokrasi
pada saat itu tidak berjalan, bahkan ada yang menyatakan sebagai rezim
otoriter. Untuk menghidupkan demokrasi yang diinginkannya, rakyat
menghendaki agar UUD 1945 diubah. Keinginan ini direspon oleh MPR
sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengubah UUD, sehingga sejak
tahun 1999 hingga tahun 2001 MPR telah tiga kali mengubah ULID 1945.

Beberapa Pasal UUD 1945 yang dianggap ddak atau kuang memberi
wama demokrasi telah diubah. Pasal I Ayat (2) UUD i945 yang menjadi
landasan demokrasi di Indonesia diubah, sehingga rumusaDnya menjadi
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
undang Dasar". Permasalahannya adaiah apa makna rumusan pasal ini bagi
demohatisasi di Indonesia? Sejauhmana mkyat dapat melakukan
demokatisasi dalam scgala aspek kehidupan kenegaraan?

Secara nonnatif, kedua permasalahan di atas sulit dica kan jawabannya.

Selain tidak ada pasal-pasal lain yang memberi penjabaran lebih lanjut, juga
tidak ada penjelasan dari mmusan pasal di atas. Apalagi keberadaan
Penjelasan UtlD 1945, yang pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno
dan Soeharto dijadikan landasan konstitusional penyelenggaraan negam,
sudah ditiadakan. Penjclasan UUD tidak diakui lagi oleh MPR (melalui
Ketetapan MPR No. III/MPTi20oO tenlang Tata Susunan Peratuan
Pcrundang-undangan) sebagai sumbcr hukum dasar msional, karena MPR
hanya mengakui dua sumbcr hukun dasar nasional yaitu Pembukaan
Undang-unang Dasar (Pancasila) dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar.

8
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Apabila dilihat dari rumusan perubahan Pasal 1 Ayat (2) di atas, penulis
mengartikan bahwa kedaulatan masih tetap ada di ta[gan rakyat. Rakyatlah
yang memang kekuasaafl tertinggi di dalam negara Indonesia. Rakyatlah
yang berkuasa menentukai afth keblakan dan tujuan yang ingin dicapai
oleh negara. Namun pelaksanaan kedaulatan rakyat mengalami perubahan,
yakni tidak iagi dilakukan oleh MPR, melainkan dilakukao menulut UUD.
Permasalahan selanjutrya adalah apakah pelaksanaan kedaulatan mkyat
menun-rt UUD tersebut beradi Ekyat yang secara langsuog
melaksanakannya atau melalui lembaga negara/pemedntah tertsntu?

Permasalanan di atas menyiratkan makna bahwa pelaksanaan kedaulatan
rakyat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UUD.
Pengertian UUD di sini meliputi UUD 1945 dan UUD Perubahannya. UUD
adalah hukum dasar negara atau hukum yang tetinggi di Indonesia. Secara

teoretis, ada yang membedakan hukum dasar atau komtitusi menjadi dua

macam, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Di
Indonesia, yang dimaksud hukum dasar tertulis adalah UUD 1945 beserta

UUD perubahauya, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah

konvensi ketatanegaraan (lbrahim, 1983: 64-65). Mengingat Pasal 1 Ayat
(2) di atas telah secara eksplisit menyebutkan kata "menurut UUD" maka
pelaksanaan kedaulatan mkyat tersebut adalah menurut/sesuai/berdasarkan
hukum yang tercanhrm dalam konstitusi tertulis, yakni WD 1 945 dan
perubahannya. Hal ini dipeitegas dengao ketentuan Pasal I Ayat (3) UUD
1945 Perubahan Ketiga yang menyatakan Negara lndonesia adalah adalah
negara hukum. Dengan kata lain demokasisasi pasca perubahan UUD 1945

adalah Demokasi Konstitusional Pancasila.
Pada demokmsi yang teraklir ini, katerlibatan rakyat dalam proses

demokasi ditentukan oleh UUD 1945 dan Perubahannya. Apabila penulis
mengkaji UUD 1945 dan Perubahaurya ada beberapa aktivitas
penyelenggaraan negara yang melibatkan rakyat secara langsung dan ada

aklivitas yang tidak melibatkan rakyat secara langsung. Beberapa aktivitas
yang melibatkan rakyat secara langsung adalah:
1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A UUD 1945

Perubahan I);
2. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Pemilihan Umum

[Pasal 19 Ayat (l) UUD 1945 Perubahan III;
3. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Pemilihan

Umum lPasal 22 C Ayat (l) UUD 1945 Perubahan III];
4. Hak dan waj ib membela negara [Pasal 27 Ayat (3) UUD 1 945

Perubahan III
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5. Melaksanakan hak asasi manusia (pasai 28A sampai dengan 2gJ UUI)
1945 Perubahan II).

6. Melaksanakan kemerdekaan beragama dan menjalankan ibadah menurut
agama dan keprercayaannya 

J 
pasal 29 Ayar (2 ) LiUD I s45l.

7. Hak dan wajib dalam upaya pertahanan dan keamanan nigara (pasal 30
Ayat (i) UUD 1945 Perubahan II).

8. Hak mendapatkan pendidikan fPasal31 Ayat (l) UUD 1945].
9. Menjalankan kebudayaan (Pasal 32 UUD 1945).
10. Menjalankan kegiatar usaha di bidang ekonomi (pasal 33 Ayat (l) UUD

1945).

Selain kesepuluh hal di atas, rakyat tidak dapat melaksanakan
kedaulatannya secara langung. Dalam hal ini kedaulatan rakyat dilakukan
oieh lembagalembaga negara yang telah ditentukan secara konstitusional
(UUD 1945 dan Perubahannya). Lembaga-lembaga negam yang
melaksanakan kedaulatan ralyat dimaksud adalah:
L Majelis Permusyawaratan Ralyat, dalam hal:

a. Mengubah dan menetapkan LIUD, melantik presiden dan Wakil
Presiden (Pasal 3 UUD 1945 Perubahan IIIjo. pasai 27 LtlD 1945).

b. Memberhentikan Presiden dan Wakil presiden berdasarkan
Keputusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 7A. UUD 1945 perubahan
IID,

c. Memilih calon Wakil Presiden dari dua calon Wakil presiden yang
diajukan oleh Presiden, pada saar tedadi kekosongan Wakil presiden

lPasal 8 Ayat (2) UUD 1945 Perubahan III).
d. Menerima sumpah Presiden dal Wakil presiden apabila sumpah ini

tidak dilaksanakan di hadapan DPR (Pasal 9 UUD 1945 perubahan

D.
2. Presiden, dalam hal:

a. Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara [pasal 4 Ayat (1) UUD
19451.

b, Menetapkan pertuan pemerintah/PP [Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945].
c. Memegang kekuasaan atas angkatan darat, angkatan laut, dan

angkatan udara (Pasal l0 llUD 1945).
d. Menyatakan perang dan mengadakan perdamaian dengan negara lain

dengan persetujuan DPR (Pasal 1 t Ui,rD 1945).
e. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945).

10
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f. lvlengangkat d,.r1i1besar dan Lorsul untuk negara lain serta menerima
duta bcsar negara Lain denean nrenicprha{ikan pcrtirnbangan DPR
(Pasat l3l-L-l) I915 Pcmbahan I).

g. Memberi grasi il.ur reiubilira:i cLcngal rnemperhatikan pertimbangan
Mahkanah Agung (Pasai 1.1 A)al I l\ I iI-iI) 1945 Perubahan I).

h. Memberi amncsti dalr abolisi de-.; ,.r rrcmperhatikan p€rtimbangan
DPR{Pasal 1.1 UUD i9,15 P.rubahan Il.

i. Memberj gelar, penghargaan. dai irir-lain tandajasa (Pasal 15 UIID
1945 Perlrhehar I).

j. Mengangkar drir melrberhentilan menteti (Pasal 17 UUD 1945

sefia Penrhahrr I dan TIl r.

lPasai 22 At at ( l) 1;l-rD i9" -

L Mcngcsahkan pcngangiiiLl.u- ,,Sgoia hfK [Pasal 23F Ayat (2) UUD
1945 Pcerubahan IIil.

m. Mergangkal anggota Konisl Yuuisial dengan persetujuar DPR

lPasal248  .]'at (3) ULID 19;ji Perubahan IIll.
n. Menetapkan anggota N{ahlia l.rh Konstilusi yang diusulkan oleh

DPR (3 oraog). olch Mahkalrrah Altung (3 omng) dan oleh Presiden

sendiri (3 orang) fPasal 2ilc,\)at (i) l,It-rD 1945 Perubahan IIII.
3. Presiden dau Deran I'erwakilar liaklat (DPR) dalam hal membuat

undang-undang (l-rl-r) lPasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945

Perubahan Il atas berbagai nlatcri konstjtusi yang disebutkan dalam

UUD, dengan kapasitas:
a. DPR mcrlrcgan-l kckuasaa[ ]iler" : ,rik ULr[?asa1 20Ayat(1)UUD

1945 Perubahan Jl.
b. Presiden iirau DPR s.bagai 1rcLibllat rancangan undang-undang

lPasal 5 Ayat ( I ) det Pasal ]1 I I ll 1945 Perubahan Il.
c. Presiden llersaola DPII sebagri i':lnbahas dan pemberi persetuiuan

atas Iil]u fi'asrl 20 Alal (l) i ilil) iq45 Perubahar Il.
d. Presiden sebagai lang urcllgcs.ii,ksn undang-undang [Pasa] 20 Ayat

(4)J. 1,:/ , '..4. DPR dalam hal:
a. MelaksanakaD hn'tgsi leg,siasl. i,rlggartan. dan penga\lasar ( Pasal

20A tlllD 1945 Perubahrn lir.
b. Mengajui<an usul peniberhenlirLn llesiden dan Wakii Presiden (Pasal

7A jo Pasal 711:\rat (1) UT-ID 19,+5 Pembahan III).

11
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c. Menerima sutlfu, I i .,..n datr Wakil l,rcsiden apabila sumpah ini
tidak dilaksanaken cli horiliralr l\{PR rPasal 9 llUD 1945 Perubahan
r).

d. Menlbari persetllllan pcln)alaan perang dan perdamaian dengan
negara laj, yang dillrkukan oleh Presidcn (Pasal 11 UUD 1945).

e. Memberi pertimbelrgin pengangkatan duta dan konsul unluk negara
lain dn nenerima dut! clari ,tegara lain (Pasal l3 UUD 1915
Perubahan l).

i Mernbcri persctuiuan atau penolai(an atas penuran pemerintah
pengg;urti undaDg ulldang'Perpu lang diajukan oleh Prcsiden untuk
dijadikin uldang unJdis iP,lsrl 2: r\Iat (2) LrLrD 19451.

g. Memilih al'rggotit Lll)K il. ln.irperhatikan l]ertimbangan DPD
[Pasal 23F Ayat (r]'.,'r r "'i P.iubaharl IIll.

h. Menlctujui p.nglll:i\,,..i., i.r:' r.' ,\u,nlji Yudjsial oleh Presiden
[Pasal 2,lB Ayat (3) UllL] . llj P.rubaiian IIII.

i. Mengusulkan 3 orang cictl anggota trf.hkamah Konstitusi kepada
Presidcn fPasal 2:ll-l r\yai 13) l-llrD 19.15 Perubahan Illl.

Dclan Perlimbangan .Apung. dalam hai memberi jawaban atas
pe(anyaan Presiden dirn nrengijuk4ll usrd pendapat kepada Pemerintah.
Mahkamah Agung ilrr l ',irrr pcradilan lailn1,a. dalam hal:
a. lr4claksanakan ireirias.ren kehaliinai [Pasal 24 A),at (2) UUD i9,15

Perubahan llll.
b. Melaksanakan kekuasaan mengarlili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perunclalg-Lrnilang:rn di ha\ah l.l_]. dan melaksanakan
rvervenang laior-ra yang.literapkan oleh ULI [Pasal 24A t]UD 1945
Ayat (1) UUI) 19.15 Perubahan 1!ll

c. Mcmbcd peflinbanga[ pcin]te an grasi dan rehabilitasi oleh
Prcsider [Pasai l.i ,,\] at ( i ) LiLID 19.:li l,crubahan Il.

d. Mcngusulkar il orang clion anggota Konisi Konstitusi kepada
Prcsiden [Pasai 2-1C .\.rar i ] i i l-l) 1915 l,erubahall IIII.

Pemerintah Daerah dalrre lrrr ri.x il:rlggarakan pemerintahan daerah,
menetapkan peralurar dat,'i .t rr', 1 lainnla dalam rangka
nrenjalankan pemeriniauarr u;1\ ' r !(11 l8 IiUD 19,15 Perubahan II).
Dewan Penvakilan Daerah (DPu7 lriar,, iralt
a, Mengajukan Lancirnrtan ur,lliiia:.undang ,vang berkaitan dengan

otononi daeaah, huhungan pitsat darr daerah, sefia berkaitan dengan
pertimbaogar keuangal pusai dan daclcir fPasal 22D Ayat (1) LrUD
19,15 Perubahan llll.
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b. Ikut membahas Rlll-I ),adg berkaitan dengan otonomi dacrah,
pembentLrkalrpemekaran/penggabungan daerah, pengekrlaan sumber
daya alam dar sunber daya ekonoori lainnya, perimbangan
keuangan pLrsa! dan daerah, scrta memberi peltimbangan kepada
DPR atas RLIU anggilran pendapatan dan beliurja negara. RUU yang
berkaitan dengan fajak. pendidikan, dan agama [Pasal 22D Ayal (2)

UUD 1945 Pcrubahan IIII.
c. Melakulon penga\rasan atas pelaksaan UU mengenai: otonomi

daerah. penbentuka pemekaran-/pelggabungan daerah, hubungan
pusat dan daerah. pelgeloltran sumber daya alam dan sumber da,va

ckonomi lairn),a. pclaksanaan anggaran pcndapatan dan belanja
ncgara. paiak, pendidikan, dan agama [Pasal 22D Ayat (3) IJUD
1945 Perubahan IIII.

d. Menyampirikan hasil pengauasan sebagaimana dimaksud buruf c di
atas kepada DPR JPasal 22 D Ay.!t (3) I IUD 1945 Perubahan IIll.

e. Memberi pe imbangarl pemilihan anggota BPK oleh DPR [Pa.sal
23Ir A-vat (1) IltlD 1945 Perubahan Illl.

9. Kornisi Penilihan llmum dalam hal nelaksanakan pemilihan umurn
untuk mcmilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. dan
DPRD (Paal 22E tlUI) ) 9,15 Pembahan lll).

I0. Badan Pemerilsa Keuangan. dalam hal:
a. Memeriksa pengelolan darl tanggungjawab keuangan negara.
b. Menyerahkan lasil pemeiksaannya kepada DPR.

1 i. Komisi Yudisial, dalam hal:
a. Mcngusu)kan pcngangkatan hakim agung kepada DPR ([Pasal 24A

Ayat (l) dan Pasal 2,1B A)'at (1) UUD 19,15 Perubahan IIll.
b. Nlelaksanakan weuenang lain dalam ralgka menjaga dan

menegi*lan kehormatan, keluhuran martabat, dan pcrilaku hakim

[Pasal 24B Alal (1) t]UD 1945 Per\rbahan IIII.
12. Mahl(amah KooslitLrsi. dalarn hal:

a. lr4elaksanakan kckuasaan kehakiman [Pasal 24 ,A.yat (2) UUD 1945

Perubahan llll.
b. Mcngadili pada tingkat pcrtama dan terakhir yang pulusannya

bcrsifai final Lurtuk nrenpuji IIU terhadap UUD, memutus sengketa
kcuenangan lenrega nagara. mcmutuskal pembubaran partai,
mcmutuskan perselisihan hasil pcmilu [Pasal 24C Ayat (l) UUD
J945 Perubahan illl.

c. Memutus ducaan pclanggaran yang dilakukan Presiden [Pasai 24C
Ayat (2) l.rUD 1945 Pcrubflhan lll).

13
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13. lbnt a Nasional Indoncsia sebagai kckuatan utarna sistem pedahanan
ncgam, )'ang menjalank.ll tlLgas nle pcllahankan. melilldungi. dan
mcmelihara kcutuhan dan kcdaularu negara iPasal 30 Alat (2) dan (3)
Utll) 19"15 Perubahan IIl.

14. Kepolisian Negara Republlk Itdonesia scbagai kekuatan utama sistem
keamanan ncgara. yang beftugas melindungi. mcngayomi, dan nlclayani
masyamkal sefla menegakan hrlium lPasal 30 Ayat (2) dan (4) UIJD
1945 Perubdhan IU.

Pada tingkat pelaksanann\a. baili kedaulatan yaig langsung
dilaksanakan sendiri oleh ral(1rlt nraupun oleh berbagai lembaga
sebagaimana dimaksud di alas disesuaikan lcbih laniut dengan pcraturan
pelaksana dari l..lLJD. N{erurut Kete(irfan \.1l,lt No. Ill/MPM0(}0 pcraluran
pclaksana liUD terscbut berjenjang secara hirarki mulai dari Kcietapan
MPR. lJli/Perpu. PP, Kepulusan Prcsiclcn (Kcprcs) dan Peraturan Dacrah.
Bahkan selain itu, A. Ilamid S. Ataurimi mcnambahkan peraturan lain
sebagai peraturan pelaksana, yakni Keputusan Menteri, Keputusan Kepala
Lembaga Pemerintah Non I)epartemclt. Keputusall Ditektur .Iclderal
Dcpartemen. Kcputusan Kepala Badan Negara, Keputusa. Kepala l)aerah.
scrta peraturan kcbijakan (beleidregels) vangdikcluarkan oleh sctiaf pl]jabat
pcmerintah dalam rncnjalarkan tugas administnsinya (Suprapto, 1993:
160). Contoh. neskipun kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara lisan
dan lulisan bileh dilakukan secara langsrmg oleh rak]al dan dijamin oleh
Pasal 28 UUS 1945, namur pelaksanailnnla halus sesuai dengall ketentuan
yarg digariskan oleh UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Menyatakan
Pendapat Di Muka Umum.

IV. KESIMPUI,AN
Berdasarkan uraian di atas penulis depal menyimpuikan bahla sejak era

rcibrmasi bergulis yang diikuti clcngan perubahau UUD 1945, tclah terjadi
demokatisasi dalam berbagai bidang kchidupar kelatancgaraan. Kedaulatan
tetap di tangan rakyat, namuli pehksenaann)a buiian lagi sepcnuhnya olch
N'IPR, ruelainkan menurut [-]UD Jlclgan demikian hdonesia telah
men.ultukan jenis demokraslnla. r alni clcrrokrasi konstitusional. ULID
besefia peraturan pelaksana di ba\\ahn,ya rrcnjadi landasan bagi
pelaksanaan demokrasi di Inilolesia. lil-lD rnenentukan sepuluh hal yang
boieh dilakukan oleh mkyal secara langsung dalam meltrksanakan
kedaulatannya. Kesepuluh hal dinlal,-\ud adalah:
l. Pemilihan Presidcr dan Waldl PresiCcn.
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2. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Pemilihan
Umum,

3. Pemilihan anggota ])cuan Penvakilam Rakyat Daerah melalui Pemilihar
Umum,

,1. H:* dan wajib membela negara.

5. lr{elaksanakan hak asasi manusia,
6. Melal,sanakam kemerdekaan beragama dan menjalankan ibadah menurut

agama dan kepercayaaml,a,
7. Hak dan wajib dalam upaya peflahzuun dan keamanan nagar4
8. Hak mendapatkan pendidikan,
9. Menj alanl(an kebudayaan,
10. Menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi.

Selain kesepuluh hal di atas, rakyat menyerahkan pelaksanaan
kedaulatanoya kepada lembaga-lembaga negara maupun lembagalembaga
pemerintah. Inilah demokratisasj ,vang dikembangkan oleh konstitusi di
Indonesia yang harus dipahami bcrsama oleh seluuh rakyat Indolesia,
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